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KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN LURAH BOHOL
NOMOR 2 TAHUN 2023
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PERUBAHAN PERATURAN LURAH
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PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BOHOL,

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, maksa
perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Lurah Nomor 2
Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Lurah Nomor 7
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : &8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-
Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5339);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20314 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah di ubah dengan U“dlhtUnd.n‘

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan lembaran  Negara  Republik  [ndonesia

Nomor 6573 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah.

Nomor :
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Intimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 )3
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah T
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1S Tahun
2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan
Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasionaj
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi

Badan Usaha Milik Dea Bersama (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224 });
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Ten_inm

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.Q7 /2022

tentang Pengelolaan Dana Desa; -
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor & Tahun

2016 tentang Urusan Pemerintah Daera.!-x;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun

2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7),
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun

2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007
tentang Pelimpahan sebagai wewenang Kepala Daerah
dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Desa Kepada Camat;
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak

dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor S1);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019
tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara
Pemerintah Desa;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022
tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun

2023;



Me
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

netapkan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Kalurahan Bohol Noemor 2 Tahun 2022 tentang
Pungutan Kalurahan (lLembaran Kalurahan Bohol Tahyp
2022 Nomor 2);

Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 4 Tahun 2022 teniang
Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan

Bohol Tahun 2024 Nomor 4),
Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun

2022 Nomor 5);
Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bohe)
Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022
Nomor 7);

Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun
2023(Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 9);
Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023
(Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN LURAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN LURAH NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:
1. Pendapatan Kalurahan

a.
b.
c.

e TN

Pendapatan Asli Kalurahan Rp 21.610.000,00

Transfer Rp 1.926.055.300,00

Lain-lain Pendapatan yang sah Rp 10.720
JumlahPendapatan Rp 1.958.385.300,00

. Belanja Kalurahan

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Rp 867.743.008,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp 773.507.673,68

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 26.343.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 184.742.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana,

Darurat, dan Mendesak Kalurahan Rp 185.000.000,00
Jumlah Belanja Rp 2.037.335.681,68
Surplus/(Defisit) Rp (78.950.381 ,68)




3. Pembiayaan Kalurahan

a. PenerimaanPembiayaan Rp 128.950.381,68
b. Pengeluaran Pembiayaan
¢ Selisih Pembiayaan ( a — b) Rp 78.950.381 .68
SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan Rp 0,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan ;
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Lurah ini
Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan
yang ditetapkan dalam Peraturan Lurah ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh

Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan an,

Pasal 4
Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap orang dapat mengetahui, = memerintahkan

. Pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam
- Berita Kalurahan Bohol

Ditetapkan di Boho
pada tanggal 20 Fe¢bruari 2023

—_—

indangkan di Bohol
a tanggal , 20 Februari 2023

CARIK,
%/47_
ST.

SLIK I NTO
TA KALURAHAN BOHOL TAHUN 2023 NOMOR 2




